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PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI SIDOARJO,

Bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005
perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

Bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana Telah diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah
diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048) ;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3942) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952) ; .
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4081) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4534) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana
Alokasi Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2005 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.02/2004
tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun
Anggaran 2005 ;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 626/KMK.02/2004
tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun
Anggaran 2005 Kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;
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33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan, Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri- Nomor 21 Tahun 2005 ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002
(2) Nomor 11 Seri C) ;
.-_ 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2002 Nomor 2 Seri C) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2005
tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C) ;
@ 37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2002 Nomor 2 Seri D3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

@ Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai

berikut :
a. Pendapatan Rp. 724.038.781.782,61
b. Belanja Rp. 709.995.998.988,00
Surplus/(Defisit) Rp. 14.042.782.794,61
c. Pembiayaan
* Penerimaan Rp. 111.840.273.296,00
* Pengeluaran Rp. 125.883.056.090,61
Surplus/(Defisit) Rp. (14.042.782.794,61)
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Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 76.502.024.119,61
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 647.536.757.663,00
b. Realisasi Rp. 724.038.781.782,61
Selisih lebih / (Kurang) Rp. 76.502.024.119,61

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (48.930.867.819,72)
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 758.926.866.807,72
b. Realisasi Rp. 709.995.998.988,00
Selisih lebih / (Kurang) Rp. (48.930.867.819,72)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumiah
Rp. (125.432.891.939,33) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus /(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (111.390.109.144,72)
b. Realisasi Rp. 14.042.782.794,61
Selisih lebih / (Kurang) Rp. (125.432.891.939,33)

(4) Selisin Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 125.432.891.939,33
dengan rincian sebagai berikut :
a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan Rp. 111.840.273.296,00

2) Realisasi Rp. 111.840.273.296,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. -

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan Rp. 450.164.151,28

2) Realisasi Rp. 125.883.056.090,61
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 125.432.891.939,33

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember
2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp. 4.218.140.236.634,57
b. Jumlah Utang Rp. -
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.218.140.236.634,57
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(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31

Desember 2005 vyang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah
Rp. 125.432.891.939,33 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005 Rp. 110.785.273.296,00
b. Jumlah Penerimaan Kas Rp. 725.093.781.782,61
Rp. 835.879.055.078,61
¢. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 710.446.163.139,28
d. Saldo Kas 31 Desember 2005 Rp. 125.432.891.939,33
Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III Laporan Aliran Kas
4. Lampiran v Neraca Daerah
Pasal 5

Lampiran — lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4, merupakan Bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan diSIDOARJO
pada tanggal 23 Mei 2006

BUPAT;I SIDOARJO

- —

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 24
MEI 2006 NOMOR 2 TAHUN 2006 SERI A.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923
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